




i 

 

PENEGAKAN HUKUM  

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN 

TERHADAP ANAK 

 

 

Dr. Elpina, S.H., M.H. 

Dewin Sagala, S.H., M.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA   



ii 

 

PENEGAKAN HUKUM  

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN 

TERHADAP ANAK 

 

Penulis  : Dr. Elpina, S.H., M.H. 

  Dewin Sagala, S.H., M.H. 

 

Editor : Rony Andre Christian Naldo 

 

Desain Sampul :  Firman Isma’il 

 

Tata Letak : Husnun Nur Afifah 

 

ISBN  : 978-634-248-189-9 

 

Diterbitkan oleh  :  EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2025 

   ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 

  NO. 225/JTE/2021 

 

Redaksi: 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com 

Cetakan Pertama : 2025 

 

 

 

All right reserved 

 

 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh 

isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, 

termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman 

lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.  



iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa, yang telah memberikan berkat, perlindungan, dan 

kesehatan, sehingga buku ini dapat dibuat dan diterbitkan. 

Pembuatan dan penerbitan buku ini dilatarbelakangi fakta hukum 

masih terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. 

Terkait pembuatan dan penerbitan buku ini, disampaikan 

terima kasih kepada yang tercinta dan terkasih Dr. (Cand) Adv. 

Fikha Sira, S.H., S.Km., M.H., yang terkasih Jimmi Anandi, S.Tr.T., 

dan yang terhormat Prof. Dr. Ramon Nofrial, S.H., M.H. 

Disampaikan juga terima kasih kepada yang tercinta dan terkasih 

Kesmiran Manalu, S.Keb., Margaretha Sagala, Nesya Teodora 

Sagala, yang terhormat dan terkasih Gasa Sagala, Yusmina 

Lumbangaol, Saut Manalu, Romi Simamora, seluruh keluarga 

besar, serta yang terpelajar dan terhormat Dr. Rony Andre Christian 

Naldo, S.H., M.H. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 

masyarakat, bangsa, dan negara, serta membawa kemuliaan bagi 

nama Tuhan Yang Maha Kuasa.  

 

Pematangsiantar, 30 Juni 2025 

Tim Penulis 

 

 

Dr. Elpina, S.H., M.H.  

Dewin Sagala, S.H., M.H. 

  



iv 

 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ........................................................................... iii 

DAFTAR ISI ........................................................................................... iv 

BAB 1  PENGANTAR ......................................................................... 1 

BAB 2  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU 

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP 

ANAK ..................................................................................... 11 

A. Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum ................ 11 

B. Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum Pidana .. 21 

C. Pertanggungjawaban Pidana yang Diterapkan  

bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan  

terhadap Anak.................................................................. 31 

BAB 3  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

KORBAN ................................................................................ 52 

A. Asas Perlindungan Hukum terhadap Anak ............... 52 

B. Berbagai Hak Anak Berdasarkan Hukum Positif ...... 61 

C. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Anak 

Korban Tindak Pidana Persetubuhan .......................... 82 

BAB 4  SOLUSI MEMININALISIR TINDAK PIDANA 

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK ......................... 97 

A. Berbagai Unsur Tindak Pidana ..................................... 97 

B. Berbagai Jenis Tindak Pidana ...................................... 105 

C. Solusi Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana 

Persetubuhan terhadap Anak ...................................... 114 

BAB 5  PENUTUP ............................................................................ 123 

DAFTAR PUSTAKA 

TENTANG PENULIS 

 

 



1 

 

BAB 
1 PENGANTAR 

 

 

Hukum merupakan produk politik yang dibentuk 

Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan 

sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Hukum diharapkan 

menciptakan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kebenaran, 

kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan 

masyarakat.1  

Hukum merupakan bagian penting dari kehidupan orang.2 

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari 

hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral 

hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan 

manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, 

dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.3 

  

 
1 Rony Andre Christian Naldo, dan Ningrum Natasya Sirait, 

Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires 

Causing Air Pollution, Proceeding, Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research, Volume 141, International 

Conference on Public Policy Social Computing and Development, 

Medan, 2017, hlm. 57. 
2 Rony Andre Christian Naldo, et.al., Kepastian Hukum 

Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Daerah, Enam Media, Medan, 2021, hlm. 1.  
3 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm. 1. 

PENGANTAR 
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BAB 
2 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK 

 

 

A. Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum 

Menurut Damang, dan Apriyanto Nusa: 

“Kata ‘hukum’ dalam arti etimologisnya berasal dari 
bahasa Latin, yaitu ‘rectrun’ yang berarti bimbingan, 
tuntutan, dan pemerintahan. Kata tersebut akhirnya 
memunculkan istilah ‘gerechtigheid’ (bahasa Belanda), 
‘gerechtikeit’ (bahasa Jerman), yang berarti keadilan. 
Kata ‘lex’ berasal dari bahasa Latin, yaitu ‘lesere’ yang 
berarti menghimpun orang untuk diperintah. Sejalan 
dengan itu, kata ‘lex’ sesungguhnya memiliki makna 
yang hampir sama dengan kata ‘ius’. Kata ‘ius’ berasal 
dari bahasa Latin pula yaitu ‘iubere’, yang berarti 
mengatur dan memerintah. Hukum dinyatakan untuk 
menghimpun orang diperintah mengatur dan 
memerintah, maka pada konteks itu hukum bermakna 
sebagai suatu kewajiban. Kata ‘lex’, ‘recht’, dan ‘ius, 
apabila digabungkan dalam 1 (satu) arti, terdapat 2 
(dua) kekuatan yang terkandung dalam kata ‘hukum’, 
yaitu kekuatan keadilan dan kekuatan kewibawaan. 
Ke 2 (dua) kekuatan tersebut menjadi cikal bakal dan 
pertama kalinya orang Yunani mempercayai bahwa 
yustitia tidak lain itulah Dewi Keadilan. Dewi 
Keadilan dilambangkan dengan seorang perempuan 
yang ke 2 (dua) matanya ditutup, lalu di tangan kiri 

PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA PELAKU TINDAK 

PIDANA PERSETUBUHAN 

TERHADAP ANAK 
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BAB 
3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN 

 

 

A. Asas Perlindungan Hukum terhadap Anak 

Menurut Cicero: 

”Ada masyarakat ada hukum, maka yang 
dimaksudkannya adalah hukum hidup ditengah-
tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia 
memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat 
dipisahkan. Artinya tanpa manusia tidak dapat 
disebut sebagai hukum”.99 

Menurut Friedrich Carl von Savigny: 

“Hukum selalu berkembang sesuai dengan 
perkembangan masyarakatnya, hukum tumbuh dan 
mati bersama masyarakatnya. Pada dasarnya hukum 
merupakan perwujudan dari kesadaran hukum 
masyarakat”.100  

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu 

sumber hukum (Hukum Positif). Dalam peraturan perundang-

undangan tentunya ada asas hukum.101 Menurut Satjipto 

Rahardjo: 

 
99 H.R. Otje Salman, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 

2007, hlm. 14. 
100 Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam 

Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 9. 
101 Wilson Manahan Panjaitan, dan Rony Andre Christian 

Naldo, Op.cit, hlm. 86. 

PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP 

ANAK KORBAN 
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BAB 
4 SOLUSI MEMININALISIR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK 

 

 

A. Berbagai Unsur Tindak Pidana 

Hukum merupakan sekumpulan peraturan tertulis 

produk kekuasaan eksekutif bersama legislatif, ataupun produk 

kekuasaan eksekutif melalui lembaga resmi yang berkompeten, 

ataupun produk kekuasaan legislatif, maupun produk 

kekuasaan yudikatif, yang bersifat mengatur dan memaksa, baik 

secara internal dan/atau eksternal. Melalui hukum tersebut 

diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, 

kemanfaatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.180 

Indonesia merupakan negara hukum. Menurut R. Sri 

Soemantri Martosoewigyo:  

“Negara yang dikategorikan sebagai negara hukum 
harus mempunyai unsur: 
1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau 
peraturan perundang-undangan; 

2. Adanya jaminan terdapat hak-hak asasi manusia 
(warga negara); 

 
180 Rony Andre Christian Naldo, et.al., Persamaan Didepan 

Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja, Jurnal 

Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, 

Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 41.  

SOLUSI MEMININALISIR 

TINDAK PIDANA 

PERSETUBUHAN 

TERHADAP ANAK 
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BAB 
5 PENUTUP 

 

 

Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap 

anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib 

dilindungi dari kekerasan, khususnya kejahatan kekerasan seksual, 

yang notabene merupakan tindak pidana. Hal tersebut merupakan 

salah satu hak anak yang secara atribusi merupakan bagian dari 

HAM. 

Merupakan fakta hukum bahwa hingga saat sekarang ini, 

masih terjadi kekerasan seksual terhadap anak, yang salah satunya 

adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Secara khusus 

di wilayah hukum PN X, pada bulan Agustus tahun 2023 yang lalu, 

juga ada terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yang 

dilakukan oleh P.Y.  

P.Y. diajukan ke persidangan di PN X oleh JPU, didakwa 

berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-

XY/L.2.21/Eku.2/11/2023. Dakwaan yang diajukan JPU 

merupakan dakwaan tunggal. Berdasarkan dakwaan tunggal, 

terhadap P.Y., diancamkan pidana sesuai ketentuan Pasal 76 D jo 

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016.  

Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan bagi P.Y. 

berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda 

sejumlah Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang apabila 

pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 3 (tiga) bulan. Hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya 

dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani P.Y. 

Barang bukti milik P.Y. berupa 1 (satu) potong jaket berwarna 

PENUTUP 
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